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PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH, DAN BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN

A. Latar Belakang

1. bahwa untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan
akses layanan Pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini,
pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan
perlu mengalokasikan dan menyalurkan dana bantuan operasional
penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, bantuan operasional
sekolah, dan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan
kesetaraan;

2. bahwa untuk mendukung pengelolaan dana bantuan operasional
penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, bantuan operasional
sekolah, dan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan
kesetaraan, perlu menyusun petunjuk teknis pengelolaan dana
bantuan;

3. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan,
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berwenang menetapkan
petunjuk  teknis  pengelolaan dana  bantuan = operasional
penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, bantuan operasional
sekolah, dan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan
kesetaraan;

B. Status

Peraturan Menteri baru dan mencabut:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021
tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional
Sekolah Reguler; dan

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2021
tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan
Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2021
tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan
Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.



Isu Pokok dalam Regulasi
Peraturan Menteri ini mengatur tentang:

1.

ok

penerima dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Anak Usia Dini (BOP PAUD), Bantuan Operasional Sekolah (BOS),
dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
(BOP Kesetaraan)

besaran alokasi dana BOP PAUD, BOS, dan BOP Kesetaraan;
penyaluran dana BOP PAUD, BOS, dan BOP Kesetaraan;

penggunaan dana BOP PAUD, BOS, dan BOP Kesetaraan;
pengelolaan BOP PAUD, BOS, dan BOP Kesetaraan; dan

pemantauan dan evaluasi BOP PAUD, BOS, dan BOP Kesetaraan.
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